
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Setiap warga nelgara m lelm liliki hak konstitusional, yaitu hak yang 

dijam lin olelh Undang-Undang. Delngan adanya hak konstitusional telrselblut, 

m laka nelgara m lelm liliki kelwajiblan konstitusional, yaitu m lellindungi selluruh 

warga nelgara. Kelwajiblan konstitusional nelgara ini tellah telrtuang dalam l 

Pelm lblukaan Alinela Ke l – 4 Undang-Undang Dasar Nelgara Relpubllik 

Indonelsia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang m lelnyatakan blahwa nelgara 

wajibl m lellindungi selgelnap blangsa Indonelsia dalam l m lelningkatkan 

kelseljahtelraan um lum l, m lelncelrdaskan kelhidupan blangsa, dan m lellaksanakan 

keltelrtiblan dunia ble lrdasar kelm lelrdelkaan, pelrdam laian dunia selrta ke ladilan 

sosial. 

Hak konstitusional yang diatur dalam l UUD NRI 1945 m lelncakup 

40 (elm lpat puluh) hak warga nelgara. Salah satunya adalah hak atas 

pelrlindungan diri pribladi. Hak telrse lb lut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) 

delngan garis blelsar blahwa warga nelgara blelrhak atas pelrlindungan diri 

pribladi, kelluarga, kelhorm latan, m lartab lat dan harta blelnda yang di blawah 

kelkuasaannya. Pada pasal telrselblut, m lelngasum lsikan hak pribladi adalah hak 

m lilik. Teltapi, delngan b lelrkelm lblangnya telknologi inform lasi dan kom lunikasi 

harusnya hak pribladi tidak hanya diartikan selblagai hak m lilik. Hak pribladi 

selharusnya juga selblagai hak privasi. Hak privasi blelrsifat lelblih selnsitif yang 

dapat m lelwakili hak pribladi telrselblut. Hak pribladi m lelrupakan hal yang 



selnsitif yang blelrkaitan delngan data pribladi atau idelntitas selselorang. 

Idelntitas telrselblut m lulai dari Kartu Tanda Pelnduduk (KTP), Surat Ijin 

MLelngelm ludi (SIML), Paspor, Kartu Kelluarga (KK), Nom lor Pokok Wajibl 

Pajak (NPWP), Nom lor Relkelning, Sidik jari, Ciri khas selselorang dan 

selblagainya. 

M Lelmlblelrikan pelrlindungan telrhadap hak atas privasi, blelrarti 

m lelm lblelrikan pelrlindungan pula telrhadap hak atas kelblelb lasan blelrblicara. 

Artinya, hak atas privasi mlelnjam lin pelrlindungan dari ancam lan keltakutan 

untuk blelrbluat atau tidak blelrbluat se lsuatu yang m lelrupakan hak asasi.1 

Indonelsia saat ini tellah m lelm lasuki Relvolusi Industri 4.0. Selgala hal 

dapat dikelndalikan dari selgala telm lpat m lellalui jaringan intelrnelt dan 

pelrangkat gawai yang saling telrhublung. Im lplikasi dari elra ini sangat blelsar 

keltika telknologi blelrblasis digital dipakai olelh m lasyarakat dalam l kelhidupan 

selhari-hari, m lisalnya untuk m lelningkatkan produktivitas kelrja, m lelm lblangun 

hublungan sosio-elkonom li, selrta m lelm lblantu m lelm ludahkan dalam l b lelrblagai hal. 

Pelrkelm lblangan telknologi inform lasi kom lunikasi blelrblasis kom lputelr tellah 

blelrkelm lblang sangat pelsat di mlasyarakat. MLasyarakat kelm ludian dim ludahkan 

delngan pelrkelm lblangan telknologi telrse lb lut. 

Undang-Undang Nom lor 27 Tahun 2022 telntang Pelrlindungan Data 

Pribladi adalah upaya untuk mlellindungi data pribladi dalam l rangkaian 

pelm lroselsan data pribladi, guna m lelnjam lin hak konstitusional subljelk data 
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pribladi. Telrblitnya Undang-undang telrselb lut m linim lal dilatarblellakangi olelh 

dua pelrtim lb langan yaitu : 

1. blahwa data pribladi m lelrupakan salah satu hak asasi m lanusia, yang 

m lelrupakan b lagian dari pelrlindungan diri pribladi. 

2. blahwa pe lrlindungan data prib ladi ditujukan untuk m lelnum lbluhkan 

kelsadaran m lasyarakat, selrta m lelnjam lin pelngakuan dan pelnghorm latan 

atas pelntingnya pelrlindungan data pribladi. 

Undang-undang ini m lelnyelb lutkan blahwa yang dim laksud data 

pribladi m lelrupakan data telntang orang pelrorangan yang telridelntifikasi atau 

dapat diidelntifikasi selcara telrselndiri atau dikom lblinasi delngan inform lasi 

lainnya, selcara langsung m laupun tidak langsung m lellalui sistelm l ellelktronik 

atau nonellelktronik. 

M Lelrujuk Pasal 4 Undang-Undang Nom lor 27 Tahun 2022, ada dua 

jelnis data pribladi, Pelrtam la data yang ble lrsifat spelsifik, lalu data yang 

blelrsifat um lum l. Data pribladi yang blelrsifat spelsifik m lelliputi : 

1. Data dan inform lasi kelselhatan; 

2. Data bliom leltrik; 

3. Data gelneltika; 

4. Catatan keljahatan; 

5. Data anak; 

6. Data keluangan pribladi; 

7. Data lainnya se lsuai delngan keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan. 



Isu m lelngelnai pelntingnya pelrlindungan data pribladi m lulai m lelnguat 

seliring delngan m le lningkatnya jum llah pe lngguna tellelpon sellulelr dan inte lrnelt. 

Seljum llah kasus yang m lelncuat, telrutam la yang m lelm liliki keltelrkaitan delngan 

kelblocoran data pribladi selselorang dan blelrm luara kelpada aksi pelnipuan atau 

tindak krim linal, m lelnguatkan pelntingnya pe lm lbluatan aturan hukum l untuk 

m lellindungi data pribladi. Pelrlindungan data pribladi blelrhublungan delngan 

konselp privasi. 

Konselp privasi selndiri adalah gagasan untuk m lelnjaga intelgritas 

dan m lartab lat pribladi. Hak privasi juga m le lrupakan kelm lam lpuan individu 

untuk mlelnelntukan siapa yang m lelm lelgang inform lasi telntang m lelrelka dan 

blagaim lana inform lasi telrselblut digunakan.2 

Konselp pelrlindungan data m lelngisyaratkan blahwa individu 

m lelm liliki hak untuk mlelnelntukan apakah m lelrelka akan m lelm lblagi atau 

blelrtukar data pribladi m lelrelka atau tidak. Sellain itu, individu juga m lelm liliki 

hak untuk m lelnelntukan syarat-syarat pellaksanaan pelm lindahan data pribladi 

telrselblut. Le lblih jauh, pelrlindungan data juga blelrhublungan delngan konselp 

hak privasi. Hak privasi tellah blelrkelm lb lang selhingga dapat digunakan untuk 

m lelrum luskan hak untuk m lellindungi data pribladi.3 

Hak privasi m lellalui pelrlindungan data m lelrupakan ellelm leln kunci 

blagi kelblelb lasan dan harga diri individu. Pelrlindungan data m lelnjadi 

pelndorong blagi telrwujudnya kelblelblasan politik, spiritual, kelagam laan blahkan 

kelgiatan se lksual. Hak untuk m lelnelntukan nasibl selndiri, ke lblelblasan 
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blelrelksprelsi dan privasi adalah hak-hak yang pelnting untuk m lelnjadikan kita 

selblagai m lanusia. Pelngum lpulan dan pelnyelblarluasan data pribladi m lelrupakan 

pellanggaran telrhadap privasi.4 

Selselorang karelna hak privasi m lelncakup hak m lelnelntukan 

m lelm lblelrikan atau tidak m lelm lblelrikan data pribladi. Data pribladi m lelrupakan 

suatu aselt atau kom loditi blelrnilai elkonom li tinggi.  Sellain itu, telrdapat suatu 

hublungan korellatif antara tingkat kelpelrcayaan delngan pelrlindungan atas 

data telrtelntu dari kelhidupan pribladi.  

Selblellum l diundangkannya Undang-undang No 27 Tahun 2022  

pelrlindungan telrhadap data pribladi m lasih telrselblar di blelrblagai pelraturan 

pelrundang-undangan, m lisalnya Undang-Undang Nom lor 36 Tahun 2009 

telntang Kelselhatan (dicablut delngan Undang-undang No 17 Tahun 2023) 

m lelngatur telntang rahasia kondisi pribladi pasieln, dan Undang-Undang 

Nom lor 10 Tahun 1998 telntang Pelrblankan (Diublah telrakhir delngan Undang-

undang No 4 Tahun 2023 telntang Pelnge lm lblangan dan Pelnguatan Selktor 

Keluangan) m lelngatur data pribladi m lelngelnai nasablah pelnyim lpan dan 

sim lpanannya. 

Saat itu keltelntuan hukum l telrkait pelrlindungan data prib ladi m lasih 

blelrsifat parsial dan selktoral, tam lpaknya blellum l blisa m lelm lblelrikan 

pelrlindungan yang optim lal dan elfelktif telrhadap data pribladi, selblagai blagian 

dari privasi. Potelnsi pellanggaran hak privasi atas data pribladi tidak saja ada 

dalam l kelgiatan on-linel teltapi juga kelgiatan off-linel. Potelnsi pellanggaran 
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privasi atas data pribladi selcara on-linel m lisalnya telrjadi dalam l kelgiatan 

pelngum lpulan data pribladi selcara m lasal (digital dossielr), pelm lasaran 

langsung (direlct sellling), m leldia sosial, pellaksanaan program l el-KTP, 

pellaksanaan program l el-helalth dan kelgiatan kom lputasi awan (cloud 

comlputing).   

Fintelch blelrasal dari istilah financial telchnology atau telknologi 

finansial. M Lelnurut Thel National Digital Relselarch Celntrel (NDRC), di 

Dubllin, Irlandia, m lelndelfinisikan fintelch selblagai “innovation infinancial 

selrvicels” atau “inovasi dalam l layanan keluangan  fintelch” yang m lelrupakan 

suatu inovasi pada selktor finansial yang m lelndapat selntuhan telknologi 

m lodelrn. Transaksi ke luangan m lellalui fintelch ini m lelliputi pelm lblayaran, 

invelstasi, pelm linjam lan uang, transfelr, relncana keluangan dan pelm lblanding 

produk keluangan. Saat ini telrdapat 142 pelrusahaan yang blelrge lrak diblidang 

fintelch yang telridelntifikasi.5 

Industri financial telchnologi (fintelch) m lelrupakan salah satu m leltode l 

layanan jasa keluangan yang m lulai popule lr di elra digital selkarang ini. Dan 

pelm lblayaran digital m lelnjadi salah satu selktor dalam l industri fintelch yang 

paling blelrkelm lblang di Indonelsia. Selktor inilah yang kelm ludian paling 

diharapkan olelh pelm lelrintah dan m lasyarakat untuk m lelndorong pe lningkatan 

jum llah m lasyarakat yang m le lm liliki aksels kelpada layanan keluangan yang 

blelrsifat pinjam l m lelm linjam l uang. 
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Prosels pinjam l m lelm linjam l selcara um lur diatur dalam l Pasal 1754 

Kitabl Undang-undang Hukum l Pelrdata adalah suatu pelrjanjian delngan m lana 

pihak yang satu m lelm lblelrikan kelpada pihak yang lain suatu jumllah telrtelntu 

blarang-b larang yang hab lis karelna pelm lakaian, delngan syarat blahwa pihak 

yang telrakhir ini akan m lelngelm lblalikan seljum llah uang yang sam la delngan 

jelnis dan m lutu yang sam la pula. Dilihat dari blelntuknya, pelrjanjian hutang 

piutang antara orang pelrselorangan pada um lum lnya dapat m lelm lpe lrgunakan 

blelntuk pelrjanjian blaku (standard contract) m laupun non blaku. Hal ini 

telrgantung dari kelselpakatan para pihak. Kellelm lahan dari pelrjanjian hutang 

piutang antara orang pelrselorangan ini ialah m lelngelnai sifat (karaktelrnya), 

karelna bliasanya lelblih ditelntukan selcara selpihak dan didalam lnya ditelntukan 

seljum llah klausul yang m lelm lblelblaskan krelditur dari ke lwajiblannya 

(elksone lrasi klausul). 

Kelm ludian m lelngelnai layanan meminjam uang berbasis teknologi 

informasi diatur dalam Pelraturan Otoritas Jasa Keluangan Nom lor 

77/POJK.01/2016 telntang Layanan Pinjam l MLelmlinjam l Uang BLelrblasis 

Telknologi Inform lasi. Otoritas Jasa Keluangan m lelnelrblitkan Pelraturan 

Otoritas Jasa Keluangan Nom lor 77/POJK.01/2016 telntang Layanan Pinjam l 

MLelmlinjam l Uang BLelrb lasis Telknologi Inform lasi yang dicablut dan diganti 

delngan Pelraturan OJK No 10/POJK.05/2022 telntang Layanan Pelndanaan 

BLelrsam la BLelrblasis Te lknologi Inform lasi. Selcara telrm linologi Otoritas Jasa 

Keluangan m lelm lblelrikan telrm linologi telrkait Layanan Pelndanaan BLelrsam la 

BLelrblasis Te lknologi Inform lasi (LPBLBLTI) adalah pelnyellelnggaraan layanan 



jasa keluangan untuk m lelm lpelrtelm lukan pelm lble lri dana delngan Pelnelrim la dana 

dalam l m lellakukan pelndanaan konvelnsional atau blelrdasartkan prinsif syariah 

selcara langsung m lellalui sistelm l ellelktronik delngan m lelnggunakan intelrnelt.  

Salah satu relgulasi yang m lelngatur telntang kelwajiblan 

pelnye llelnggara Finte lch telrdapat dalam l Pasal 44 Pelraturan Otoritas Jasa 

Keluangan Nom lor 10/POJK.05/2022 Telntang Layanan Pelndanaan BLelrsam la 

BLelrblasis Telknologi Inform lasi. 

Pelnye llelnggara Wajibl: 

1. MLelnjaga kelrahasiaan, kelutuhan, dan keltelrseldiaan data pribladi, data 

transaksi, dan data keluangan yang dikellolanya seljak data dipelrole lh 

hingga data telrselblut dim lusnahkan. 

2. MLelmlastikan telrseldianya prosels autelntifikasi, velrifikasi, dan validasi 

yang m lelndukung ke lnirsangkalan dalam l m lelngaksels, m lelm lprosels, dan 

m lelngelkselkusi data pribladi, data transaksi, dan data keluangan yang 

dikellolanya. 

3. MLelnjam lin blahwa pelrolelhan, pelnggunaan, pelm lanfaatan, dan 

pelngungkapan data pribladi, data transaksi, dan data keluangan yang 

dipelrolelh ole lh pelnye llelnggara b lelrdasarkan pelrseltujuan pelm lilik data 

pribladi, data transaksi, dan data keluangan, kelcuali ditelntukan lain olelh 

keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan. 

4. MLelmlblelritahu selcara telrtulis kelpada pelm lilik data prib ladi, data 

transaksi, dan data keluangan te lrselblut jika telrjadi kelgagalan dalam l 



pelrlindungan kelrahasiaan data pribladi, data transaksi, dan data 

keluangan yang dikellolanya. 

Aturan itu sangat jellas blahwa pelnyellelnggara wajibl m lelnjaga dan 

m lelnjam lin hak hak nasablah atau pelm linjam l dalam l pinjam lan blelrblasis 

telknologi selpelrti yang telrtelra pada huruf  (a), (c) dan (d), nam lun pada 

kelnyataannya kelrap telrjadi tindakan atau pelrsitiwa yang m lalah blelrtelntangan 

delngan kelwajiblan selblagaim lana yang diharuskan dalam l aturan telrselblut 

telrutam la pada hal m lelnjaga kelrahasiaan dan kelam lanan data. 

Sellanjutnya potelnsi pellanggaran hak privasi dalam l blelrblagai 

kelgiatan di atas akan diuraikan satu pelr satu. Digital dossielr yang 

m lelrupakan suatu pelngum lpulan data pribladi selse lorang dalam l jum llah blanyak 

delngan m lelnggunakan telknologi digital tellah dim lulai seljak tahun 1970 olelh 

pelm lelrintah telrutam la di nelgara-nelgara ELropa dan Am lelrika Selrikat. Kini, 

pihak swasta juga m lelnjadi pellaku digital dossielr delngan m lelnggunakan 

telknologi intelrnelt.6 

Pelrtum lbluhan industri blank data telrselblut delm likian pelsat 

selhingga tellah m lellahirkan pelrusahaan-pelrusahaan blank data yang 

selcara globlal tellah m lelnelm lpatkan m lelrelka m lelnjadi pelrusahaan-

pelrusahaan yang m lelm liliki pelndapatan blelsar. Delngan delm likian, 

inform lasi pribladi pellanggan tellah m lelnjadi aselt yang sangat blelrharga 

blagi pelrusahaan-pelrusahaan telrselblut di atas.7 

 

Akiblatnya, blelrblagai cara digunakan untuk m lelngum lpulkan data 

pribladi selb lanyak-blanyaknya delngan cara yang selring kali tidak m lelnghargai 
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hak privasi selselorang. Praktik pelm lasaran langsung di Indone lsia tellah 

blanyak telrjadi telrutam la dalam l industri keluangan, khususnya dalaml 

pelngellolaan kartu kreldit. Dalam l praktik, inform lasi pribladi konsum leln tellah 

dipelrjualblellikan m lellalui ageln-ageln tanpa m lelm linta izin telrlelblih dahulu dari 

pelm lilik inform lasi.8 

Felnom lelna yang blanyak telrjadi di Indonelsia sellain jual blelli data 

konsum leln adalah Pelncurian data pribladi. Konsum leln yang datanya blelrhasil 

dipelrolelh m le lnjadi targelt pelm lasaran suatu produk pelrusahaan atau 

pelrselorangan atau blahkan dicuri. Tidak seldikit pula pelngguna intelrnelt 

m lelnawarkan jasa jual-blelli akun atau pelngikut. Padahal praktik telrselblut 

m lelm lbluka ruang telrjadinya pelnyalahgunaan data selselorang untuk 

m lellakukan keljahatan. 

BLarelskrim l Polri m lelncatat laporan m lelngelnai pelncurian Data pribladi 

cukup m lelningkat sellam la 4 Tahun telrakhir. Pada tahun 2017 telrdapat 47 

kasus, kelm ludian Tahun 2018 m lelningkat ham lpir dua kali lipat m le lnjadi 88 

kasus dan lonjakan kasus telrjadi pada tahun 2019-2020 yakni 182 kasus. 

Pada 21 M Leli 2020 lalu, data 2,3 juta warga dan pelm lilih indonelsia blocor di 

forum l “rapid forum l”. Selblellum lnya telrungkap pelnjualan data 91 juta 

Tokopeldia. Pelnjual data m lelngaku m lelm lpelrolelh data telrselblut selcara relsm li 

dari Kom lisi Pelm lilihan Um lum l dan m lelnjualnya dalam l blelntuk PDF. 

BLelrdasarkan data Kelm lelntrian Dalam l Nelgri pelr Juni 2020, telrdapat 

194,33 juta pelnduduk yang wajibl m lelm liliki KTP. Dari jum llah te lrselblut, 
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selblanyak 192,47 juta jiwa tellah m lellakukan relkam l KTP ellelktronik. Ini 

artinya ada kelm lungkinan ratusan juta data warga Indonelsia dapat di salah 

gunakan untuk pinjam lan onlinel. MLelnurut data Otoritas Jasa Keluangan pelr 

Januari 2024 Telrdapat 16.591.906 Pelnelrim la pinjam lan Pelar to Pelar 

Lelnding. BLulan Felblruari 2024 telrjadi pe lningkatan m lelnjadi 16.693.483  

delngan Outstanding pinjam lan 61.097.630.000.000,00. Jumllah pelm linjaml 

selblanyak le lblih dari 16,6 juta telrselblut selsuai delngan POJK No 10 Tahun 

2022 data pribladinya wajibl dilindungi olelh pelnye llelnggara fintelch. Tidak 

ada yang dapat m lelnjam lin blahwa data telrselblut tidak akan disalahgunakan. 

BLelntuk lain dari diablaikannya pelrlindungan telrhadap privasi adalah 

m lunculnya selbluah pelsan blelrisi iklan yang bliasa diselblut Location-BLaseld 

MLelssaging yang artinya layanan blelrb lasis lokasi atau istilah um lum l yang 

selring digunakan untuk m lelnggam lblarkan telknologi yang digunakan untuk 

m lelnelm lukan lokasi pelrangkat yang pelngguna gunakan. Pelsan telrselblut akan 

telrkirim l otom latis kelpada selselorang jika ia blelrada di telm lpat telrtelntu. 

Padahal, blellum l telntu ia pelrnah m lelnyeltujui suatu pelrjanjian delngan sang 

providelr dan m lelm lpelrblolelhkan m lelrelka m lelre lkam l seltiap aktivitasnya.9 

Salah satu tujuan utam la relgulasi pe lrlindungan data prib ladi adalah 

m lellindungi kelpelntingan konsum leln dan m le lm lblelrikan m lanfaat e lkonom li blagi 

Indonelsia. BLelrdasarkan kasus yang te lrjadi di ELropa yaitu MLaximlillian 

Schrelmls v. Data Protelction Comlmlissionelr yang diputus Court of Justicel of 

thel ELuropelan Union, 2015, pelrbleldaan pelrlindungan ke lpelntingan konsum leln 
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dapat m lelngancam l transaksi antar dua nelgara atau dua relgional. Dari kasus 

telrselblut telrlihat blahwa telrdapat kelpelntingan untuk m lelm lble lrikan 

pelrlindungan data pribladi yang seltara delngan nelgara-ne lgara lain. 

Pelngaturan yang akan disusun dalam l Pelm lblelntukan Lelm lblaga Pelrlindungan 

Data Pribladi diharapkan akan m lelnelm lpatkan Indonelsia seljajar delngan 

nelgara-nelgara m laju yang tellah m lelnelrapkan hukum l m lelngelnai pelrlindungan 

data pribladi. Sellain itu pelngaturan m lelngelnai pelrlindungan data pribladi akan 

m lelm linim lalisasi ancam lan pelnyalahgunaan data pribladi di industri 

pelrblankan, situs pelrtelm lanan onlinel (m lisalnya Facelblook, M Ly Spacel, 

Twittelr, Path, Googlel Plus), program l KTP ellelktronik (elKTP), el-helalth. 

Potelnsi telrjadinya keljahatan yang b lelrm lula dari pelncarian data pribladi 

selselorang, pelnghilangan idelntitas atas data dari pellaku keljahatan, selarch 

m lelsin pelncari (m lisal googlel.com l dan bling.com l), dan cloud comlputing. 

Delngan m lelm lpelrtim lblangkan selm lua ancam lan dan potelnsi pellanggaran di 

atas, Undang-Undang Nom lor 27 tahun 2022 tellah m lelngatur kelblijakan 

(politik hukuml) yang blelrkelnaan delngan pelrlindungan data pribladi.  

Latar blellakang di blelntuknya Undang-Undang telntang pelrlindungan 

data pribladi diantaranya : 

1. BLahwa data pe lrlindungan data pribladi m lelrupakan salah satu hak asasi 

m lanusia 

2. BLahwa pe lrlindungan data pribladi di tunjukan untuk m lelnjam lin hak 

warga nelgara, m lelnum lbluhkan kelsadaran m lasyarakat selrta m lelnjam lin 



pelngakuan dan pelnghorm latan atas pelntingnya pelrlindungan data 

pribladi. 

 Pelngaturan pelrlindungan data pribladi juga dim laksudkan untuk m lellindungi 

kelpelntingan konsum leln dan m lelm lblelrikan m lanfaat elkonom li blagi Indonelsia. 

Dalam l Undang-Undang telrselblut di atur norm la norm la telntang data pribladi, 

hak sublye lk data pribladi, pelm lelrose lsan data pribladi yang antara lain m lelliputi 

pelm lelrolelhan pelngum lpulan data pribladi, kelwajiblan pelngelndali data pribladi 

dan proselsor data pribladi dalam l pelm lelroselsan data pribladi, transfe lr data 

pribladi, selrta kellelm lblagaan, kelrjasam la intelrnasional dan yang paling pelnting 

yang blelrhublungan delngan skripsi ini yaitu pelngaturan telntang larangan 

dalam l pelnggunaan data pribladi. 

BLelrkelnaan delngan larangan pelnggunaan data pribladi di atur mlelngelnai 

larangan b lagi seltiap orang selcara m lellawan hukum l m lelm lpelrolelh atau 

m lelngum lpulkan data pribladi yang blukan m liliknya delngan m laksud untuk 

m lelnguntungkan diri selndiri atau orang lain yang dapat m le lngakiblatkan 

kelrugian sublye lk data pribladi atau m lelnggunakan data pribladi yang blukan 

m liliknya. Di larang pula blagi se ltiap orang m lelm lbluat data pribladi palsu atau 

m lelm lalsukan data pribladi delngan m laksud untuk m lelnguntungkan diri selndiri 

atau orang lain yang dapat m lelngakiblatkan kelrugian.  

Untuk m lelnelgakkan norm la yang blelrisi larangan telrselb lut, Undang 

Undang Nom lor 27 tahun 2022 mlelnganut kelblijakan hukum l pidana (pelnal 

policy). 



BLelrdasarkan Latar blellakang m lasalah diatas guna lelblih m lelndalam li 

kelblijakan hukum l pidana blelrkelnaan de lngan pelrlindungan data prib ladi dalam l 

Undang-Undang Nom lor 27 Tahun 2022, pelnulis mlellakukan pelnellitian 

dalam l blelntuk pelnulisan skripsi delngan judul : KEBIJAKAN PENAL 

(PENAL POLICY) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM 

PENDANAAN BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY  

B. Rumusan Masalah 

BLelrdasarkan latar blellakang uraian diatas, m laka yang m lelnjadi 

pelrm lasalahan yang akan diblahas dalam l pe lnulisan ini adalah : 

1. BLagaim lana blelntuk pelrlindungan hukum l telrhadap data pribladi agar 

tidak disalahgunakan olelh pelnyellelnggara Fintelch ditinjau dari 

Undang-undang Nom lor 27 Tahun 2022 telntang Pelrlindugan Data 

Pribladi?  

2. BLagaim lana kelblijakan form lulasi hukum l pidana (pelnal policy) dari 

Undang-undang Nom lor 27 Tahun 2022 telntang Pelrlindugan Data 

Pribladi dalam l m lelngkrim linalisasi pelrbluatan pelnyalahgunaan data 

pribladi olelh pelnye llelnggara Fintelch? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan  

a. Untuk m lelngeltahui relgulasi dan blelntuk-blelntuk blelntuk pelrlindungan 

hukum l telrhadap data pribladi agar tidak disalahgunakan olelh 



pelnye llelnggara Fintelch ditinjau dari Undang-undang Nom lor 27 

Tahun 2022 telntang Pelrlindungan Data Pribladi.  

b. Untuk m lelnge ltahui kelblijakan form lulasi hukum l pidana (pelnal 

policy) dari Undang-undang Nom lor 27 Tahun 2022 telntang 

Pelrlindugan Data Pribladi dalam l m lelngkrim linalisasi pelrbluatan 

pelnyalahgunaan data pribladi olelh pelnye llelnggara Fintelch. 

2. MLanfaat 

a. M Lanfaat Teloritis 

Pelnellitian ini dapat blelrguna selblagai sum lblangan pelm likiran dan 

pelngelm lblangan, pelngeltahuan, khususnya di blidang ilm lu hukuml 

yang ble lrkelnaan delngan data pribladi dalam l Pelrlindungan Hukum l 

telrhadap Data Pribladi. 

b. M Lanfaat Praktis 

1) Selblagai upaya pelngelm lb langan kelm lam lpuan dan pelngeltahuan 

hukum l blagi pelnelliti khususnya m lelngelnai Pelrlindungan Data 

Pribladi. 

2) Selblagai blahan inform lasi blagi pihak yang m lelm lelrlukan 

relfe lrelnsi, yang dapat digunakan untuk pelnellitian lanjutan 

yang blelrkaitan delngan pelrm lasalahan dan pokok pelm lblahasan; 

dan 

3) Selblagai salah satu syarat dalam l m lelnelm lpuh ujian sarjana 

Fakultas Hukum l Unive lrsitas Nasional. 

 



 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

1. Kerangka Teori 

Kelrangka teloritik m lelrupakan hal yang sangat pelnting untuk 

m lelngkaji m lasalah yang ada. Kelrangka teloritik diiblaratkan selblagai 

pisau analisis dalam l m lelm lbleldah m lasalah yang ada. Telori m lelnguraikan 

jalan pikiran m lelnurut kelrangka logis yang m lelndudukan m lasalah 

pelnellitian dalam l kelrangka teloritis yang rellelvan, yang m lam lpu 

m lelnelrangkan m lasalah telrselblut.10 Pada hakelkatnya m lelm lelcahkan 

m lasalah adalah delngan m lelnggunakan pelngeltahuan ilm liah selblagai 

dasar argum leln dalam l m lelngkaji pelrsoalan agar kita m lelndapatkan 

jawab lan yang dapat diandalkan. Dalam l hal ini kita m lelm lpelrgunakan 

telori-telori ilm liah selblagai alat blantu kita dalam l m lelm lelcahkan 

pelrm lasalahan. Pelnulisan ini didasari blelblelrapa telori yaitu: 

1. Telori Nelgara Hukum l 

Aristotellels MLelrum luskan Nelgara Hukum l yang didalam lnya 

telrdapat seljum llah warga Nelgara yang ikut selrta dalam l 

pelm lusyawaratan Nelgara (ellcclelsia) yang m laksutnya Nelgara 

blelrdiri diatas hukum l yang m lelnjam lin keladilan kelpada warga 

nelgaranya  keladilan pelrlu diajarkan dan Nelgara m lelm lblelrikan 
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contoh dalam l keltaatan telrhadap hukum l telrutam la dalam l 

pelnye llelnggaraan Nelgara.11 

Arti dari Nelgara hukum l itu selndiri pada hakikatnya 

blelrakar dari konselp telori keldaulatan hukum l yang pada 

prinsipnya m lelnyatakan b lahwa kelkuasaan telrtinggi didalam l 

suatu Nelgara adalah hukum l, olelh selblabl itu selluruh 

pelrlelngkapan Nelgara apapun nam lanya telrm lasuk warga Nelgara 

harus tunduk dan patuh selrta m lelnjujung tinggi hukum l tanpa 

telrkelcuali. Krablel m lelngelm lukakan, Nelgara selblagai pelncipta dan 

pelnelgak hukum l didalam l selgala kelgiatannya harus tunduk pada 

hukum l yang blelrlaku. Dalam l arti ini hukum l m lelm lblawakan 

Nelgara. BLelrdasarkan pelngelrtian hukum l itu blelrselum lblelr dari 

kelsadaran hukum l rakyat, m laka hukum l m lelm lpunyai wiblawa 

yang tidak blelrkaitan delngan selselorang (imlpelrsonal).12 

Felde lrich Julius Stahl m lelnam lblahkan Paham l Nelgara 

Hukum l Kant dalam l usahanya m lelngatakan paham l Nelgara 

hukum l m lelm lilki unsur-unsur utam la diantaranya m lelngakui dan 

m lellindungi hak-hak asasi m lanusia, untuk m lellindungi hak asasi 

m lasnusia telrselblut m laka pelnye llelnggaraan Nelgara harus blelrdasar 

pada telori trias politika atau pelm lisahan kelkuasaan, dalam l 

m lelnjalankan tugasnya pelm lelrintah harus blelrdasarkan aturan atau 
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undang-undang yang ada, selrta blila m lana m lellanggar keltelntuan 

m laka ada pelngadilan adm linistrasi yang akan 

m lelnye llelsaikannya.13  

2. Telori Kelpastian Hukum l 

Kelpastian adalah pelrihal (keladaan) yang pasti, keltelntuan 

atau kelteltapan. Hukum l selcara hakiki harus pasti dan adil. Pasti 

selblagai peldom lan ke llakukan dan adil karelna peldom lan kellakuan 

itu harus m lelnunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya 

karelna ble lrsifat adil dan dilaksanakan delngan pasti hukum l dapat 

m lelnjalankan fungsinya. Ke lpastian hukum l m lelrupakan 

pelrtanyaan yang hanya b lisa dijawabl selcara norm latif, blukan 

sosiologi.14  

MLelnurut Hans Kellseln, hukum l adalah selbluah sistelml 

norm la. Norm la adalah pelrnyataan yang m lelnelkankan aspelk 

“selharusnya” atau das solleln delngan m lelnye lrtakan blelble lrapa 

pelraturan telntang apa yang harus dilakukan. Norm la-norm la 

adalah produk dan aksi mlanusia yang delliblelrativel. Undang-

undang yang blelrisi aturan-aturan yang b lelrsifat um lum l m lelnjadi 

peldom lan blagi individu blelrtingkah laku dalam l blelrm lasyarakat, 

blaik dalam l hublungan delngan selsam la individu m laupun dalam l 
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hublungan delngan m lasyarakat. Aturan-aturan itu m lelnjadi 

blatasan blagi m lasyarakat dalam l m lelm lblelblani atau m lellakukan 

tindakan telrhadap individu. 

Konselp ke lpastian hukum l m lelncakup seljum llah aspelk yang 

saling m lelngkait. Salah satu aspelk dari ke lpastian hukum l ialah 

pelrlindungan yang dib lelrikan pada individu telrhadap 

kelselwe lnang-welnangan individu lainnya, hakim l, dan 

adm linistrasi (pelm lelrintah). Adalah kelpelrcayaan akan kelpastian 

hukum l yang selharusnya dapat dikaitkan individu blelrkelnaan 

delngan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan 

pelnguasa, telrm lasuk juga kelpelrcayaan akan konsistelnsi putusan-

putusan hakim l atau adm linistrasi (pelm lelrintah).15 

“MLelnurut Utrelcht, kelpastian hukum l m lelngandung dua 

pelngelrtian, yaitu pelrtam la adanya aturan yang blelrsifat um lum l 

m lelm lbluat individu m lelngeltahui pelrb luatan apa yang b lole lh atau 

tidak blolelh dilakukan, dan keldua, blelrupa kelam lanan hukum l blagi 

individu dari kelselwelnangan pelm lelrintah karelna delngan adanya 

aturan yang blelrsifat um lum l itu individu dapat m lelngeltahu apa 

saja yang blolelh diblelblankan atau dilakukan olelh Nelgara 

telrhadap individu.16 
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Kelpastian hukum l ini blelrasal dari ajaran Yuridis-Dogmlatik 

yang didasarkan pada aliran pelm likiran Positivism lel di dunia 

hukum l yang celnde lrung m lellihat hukum l selblagai selsuatu yang 

otonom l yang m landiri, karelna blagi pelnganut aliran ini, tujuan 

hukum l tidak lain selkeldar m lelnjam lin telrwujudnya olelh hukum l 

yang blelrsifat um lum l. Sifat um lum l dari aturan-aturan hukum l 

m lelm lbluktikan blahwa hukum l tidak blelrtujuan untuk m lelwujudkan 

keladilan atau kelm lanfaatan, m lellainkan selm lata-m lata untuk 

kelpastian.17 

3. Telori Kelblijakan Hukum l Pidana 

Kelblijakan pe lm lblelrantasan tindak pidana korupsi tidak blisa 

lelpas dari tujuan Nelgara untuk m lellindungi se lgelnap blangsa 

Indonelsia dan untuk m lelm lajukan kelseljahtelraan um lum l 

blelrdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945.18 

Di sam lping pelndelkatan yuridis norm latif, kelblijakan hukum l 

pidana juga m lelm lelrlukan pelndelkatan yuridis faktual yang dapat 

blelrupa pelndelkatan sosiologis, historis, blahkan m lelm lelrlukan pula 

pelndelkatan kom lprelhelnsif dari blelrb lagai disiplin ilm lu lainnya 

dan pelnde lkatan intelgral delngan kelblijakan sosial dan 

pelm lblangunan nasional pada um lum lnya.19 
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MLarc Ancell m le lnyatakan blahwa m lode lrn crim linal scielnce l 

telrdiri dari tiga kom lponeln yaitu “crimlinology”, “crimlinal law”, 

dan “pelnal policy” dikatakan blahwa kelblijakan hukum l pidana 

atau pelnal policy adalah ilm lu selkaligus selni yang m lelm lpunyai 

tujuan praktis dalam l m lelrum luskan undang-undang, m lelnelrapkan 

undang-undang dan m lellaksanakan putusan pelngadilan.20 

Kelblijakan hukum l pidana diselblut juga politik hukum l pidana 

yang diartikan selblagai usaha yang rasional untuk 

m lelnanggulangi keljahatan delngan m lelnggunakan sarana hukum l 

pidana yang ditinjau dari politik hukuml dan politik krim linal. 

MLelnurut Sudarto, pelngelrtian kelblijakan atau politik hukum l 

pidana adalah: 

a) Usaha untuk m lelwujudkan pelraturan-pelraturan yang blaik 

selsuai delngan keladaan dan situasi pada suatu saat.21 

b) Kelblijakan dari nelgara m lellalui bladan-bladan yang 

blelrwe lnang untuk m lelneltapkan pelraturan-pelraturan yang 

dikelhelndakinya yang dipelrkirakan blisa digunakan untuk 

m lelngelkspre lsikan apa yang telrkandung dalam l m lasyarakat 

dan untuk m lelncapai apa yang dicitacitakan.22 
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Tujuan yang helndak dicapai delngan kelblijakan hukuml 

pidana adalah pelraturan pelrundang-undangan pidana yang 

blaik. 

2. Kerangka Konseptual  

1. Pelnge lrtian pelrlindungan hukuml adalah Pelrlindungan hukum l 

adalah upaya m lellindungi yang dilakukan pelm lelrintah atau 

pelnguasa delngan seljum llah pelraturan yang ada.  

2. Pelnge lrtian data pribladi adalah data telntang orang pelrselorangan 

yang telridelntifikasi atau dapat diidelntifikasi selcara telrselndiri 

atau dikom lblinasi delngan inform lasi lainnya blaik selcara langsung 

m laupun tidak langsung m lellalui sistelm l ellelktronik atau 

nonellelktronik 

3. Pelrlindungan data pribladi adalah kelselluruhan upaya untuk 

m lellindungi Data Pribladi dalam l rangkaian pe lm lroselsan Data 

Pribladi guna m lelnjam lin hak konstitusional subljelk Data Pribladi. 

4. Pelnge lrtian Layanan pinjam lan uang blelrblasis financial yang 

selkarang diselb lut delngan Layanan Pelndanaan BLelrsam la BLelrblasis 

Telknologi Inform lasi yang sellanjutnya disingkat LPBLBLTI adalah 

pelnye llelnggaraan layanan jasa keluangan untuk m lelm lpelrtelm lukan 

pelm lblelri dana delngan pelnelrim la dana dalam l m lellakukan 

pelndanaan konvelnsional atau blelrdasarkan prinsip syariah selcara 

langsung m lellalui sistelm l ellelktronik delngan m lelnggunakan 

intelrnelt.  



5. BLelntuk pelnyalah gunaan data pribladi olelh fintelch adalah tidak 

adanya pelrseltujuan pelm lroselsan data pribladi atau 

pelnye llelnggara fintelch tidak m lelm latuhi prinsip-prinsip 

selblagaim lana diatur di dalam l Pasal 44 ayat (1) POJK 10/2022. 

6. Pelnye llelnggara fintelch adalah Pelnyellelnggara LPBLBLTI yang 

sellanjutnya diselblut Pelnye llelnggara adalah bladan hukum l 

Indonelsia yang m lelnyeldiakan, m lelngellola, dan m lelngopelrasikan 

LPBLBLTI blaik selcara konvelnsional atau blelrdasarkan Prinsip 

Syariah. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Pelnellitian ini mlelrupakan pelnellitian hukum l Yuridis-ELmlpiris, yaitu 

pelnellitian yang m lelngacu kelpada norm la-norm la hukum l yang telrdapat dalam l 

Pelraturan Pelrundang-undangan dan pellaksanaannya. Sum lblelr utam la dalam l 

pelnellitian adalah blanyak m lelnggunakan blahan hukum l primlelr selblagai 

acuannya, ditam lblah delngan blahan hukum l se lkundelr dan telrsielr. 

Pelndelkatan Yuridis-Normatif ini digunakan delngan m laksud untuk 

m lelngadakan pelndelkatan telrhadap m lasalah delngan cara m lellihat dari selgi 

pelraturan pelrundang-undangan yang blelrlaku, dokum leln-dokum leln dan 

blelrblagai telori
23

. Hasil kajian dipaparkan selcara lelngkap, rinci, jellas dan 
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sistelm latis selblagai karya ilm liah.
24

 

2. Pendekatan Penelitian 

MLeltodel pelndelkatan yang digunakan dalam l pelnellitian ini adalah 

m leltodel pelndelkatanan Statutel Approach yaitu dilakukan delngan m lelnellaah 

selm lua undang-undang dan relgulasi yang b lelrsangkut paut delngan isu 

hukum l yang seldang ditangani
25

. Suatu pelnellitian norm latif harus 

m lelnggunakan pelndelkatan pelrundang-undangan, karelna yang ditelliti adalah 

blelrblagai aturan hukum l yang m lelnjadi fokus selkaligus telm la selntral 

pelnellitian.
26

 Pelndelkatan ini pelrlu m lelm laham li hirarki dan asas-asas 

pelraturan pelrundang-undangan. Pelndelkatan ini juga digunakan untuk 

m lelnelm lukan jawablan telrhadap m latelri m luatan hukum l yang dirum luskan 

dalam l pelnellitian ini.  

3. Spesifikasi Penelitian 

Spelsifikasi pelnellitian dilakukan selcara delskriptif analisis, yaitu suatu 

pelnellitian yang m le lm lbluat delskripsi, gam lblaran atau lukisan selcara 

sistelm latis, faktual dan akurat m lelngelnai fakta – fakta, sifat – sifat se lrta 

hublungan antara fe lnom lelna yang ditelliti.27 

4. Sumber dan Jenis Data 

Dalam l pelnellitian pada um lum lnya dibleldakan antara data yang 
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dipelrolelh langsung dari relspondeln dan dari blahan – blahan pustaka. Data 

yang dipelrolelh langsung dari relsponde ln dinam lakan data primlelr, 

seldangkan yang dipelrolelh dari blahan – b lahan pustaka dinam lakan data 

selkundelr. Jelnis data yang digunakan dalam l pe lnellitian ini adalah data 

selkundelr atau data kepustakaan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam l pelnellitian ini telknik pelngum lpulan data yang pelnulis gunakan 

adalah : 

a. Studi Kelpustakaan 

1) Studi kelpustakaan ini untuk mlelncari konselpsi – konselpsi, telori – 

telori, pelndapat – pelndapat yang blelrhublungan delngan pokok 

pelrm lasalahan. Data yang dipelrolelh dari blahan – blahan pustaka atau 

studi kelpustakaan yang diselb lut data selkundelr. Data selkundelr 

m lelliputi BLahan hukum l  primlelr, yaitu blahan – blahan  hukum l  yang  

m lelm lpunyai  kelkuatan m lelngikat selpelrti pelraturan pelrundang – 

undangan. Adapun pe lraturan pelrundang – undangan yang b lelrkaitan 

delngan pelnellitian ini adalah Pelraturan Otoritas Jasa Keluangan No 

10/POJK.05/2022 telntang Layanan Pelndanaan BLelrsam la BLelrblasis 

Telknologi Inform lasi, Undang- Undang Nom lor 19 Tahun 2016 

telntang Pelrublahan Atas Undang-Undang Nom lor 11 Tahun 2008 

Telntang Inform lasi dan Transaksi ELlelktronik selrta Undang undang 

27 Tahun 2022 telntang Pelrlindungan Data Pribladi.  

2) BLahan hukum l selkunde lr yang m lelm lblelrikan pelnjellasan m lelngelnai 



blahan hukum l primlelr, selpelrti m lisalnya hasil pelnellitian, hasil karya 

ilmliah para sarjana, artikell, filel e llelktronik, welblsitel, bluku – b luku 

yang b lelrhublungan delngan pokok pelrm lasalahan dalam l pelne llitian 

ini. 

3) BLahan hukum l telrsielr, yaitu b lahan yang m lelm lblelrikan peltunjuk 

m laupun pelnjellasan telrhadap b lahan hukum l primlelr dan selkundelr, 

contohnya adalah kam lus hukuml, kam lus blelsar blahasa Indonelsia, 

dan lain selblagainya. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Data yang di dapat akan dianalisis selcara kualitatif, yaitu data 

yang dipelrolelh kelm ludian disusun selcara sistelm latis untuk sellanjutnya 

dianalisa selcara kualitatif untuk m lelndapatkan kelsim lpulan yang 

m lelngandung kelblelnaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F. Sistematika Penulisan 

Pelnyusunan skripsi ini dibluat selcara sistelm latis untuk m lelm ludahkkan 

pelm lblaca dalam l m lelm laham li isi dari skripsi ini. BLelrkelnan pelnulis m lelnyusun 

skripsi ini yang blelrisi lim la blabl delngan garis blelsar selblagai blelrikut ini: 

BAB I :    PENDAHULUAN 

Pelndahuluan m lelrupakan blagian yang m lelnguraikan  latar 

b lellakang pelnellitian, rum lusan m lasalah, tujuan pelnulisan, m lanfaat 

pelnullisan, kelrangka telori, m leltodologi pellnulisan, sistelm latika 

pelnulisan. 

 

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG DATA PRIBADI, 

PERLINDUNGAN HUKUM ,  PENDANAAN BERBASIS 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN DAN 

PENYELENGGARANYA SERTA KEBIJAKAN HUKUM 

PIDANA . 

BLabl ini blelrisikan telntang uraian  m lelngelnai data pribladi, 

pelrlindungan hukum data pribadi l, pelndanaan blelrblasis 

telknologi inform lasi dan pelnyellelnggaran pelndanaan selrta 

kelblijakan hukum l pidana. 

 

BAB III  : HASIL PENELITIAN TENTANG PELAKSANAAN 

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DENGAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG 

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI 



BLabl ini blelrisikan telntang uraian  m lelngelnai pelngaturan 

pelrlindungan hukum l telrhadap data pribladi dalam l pelndanaan 

blelrblasis te lknologi inform lasi dan pelrlindungan data pribladi m lellalui 

saksi pidana dalam l Undang-Undang Nom lor 27 Tahun 2022 telntang 

Pelrlindungan Data Pribladi.  

BAB IV  :ANALISIS TENTANG  KEBIJAKAN PENAL (PENAL 

POLICY) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI 

DALAM PENDANAAN BERBASIS FINANCIAL 

TECHNOLOGY 

Dalam l blabl ini telrdiri analisis hukuml telrhadap blelntuk pelrlindungan 

hukum l telrhadap data pribladi agar tidak disalahgunakan ole lh 

pelnye llelnggara Layanan Pelndanaan Berbasis Teknologi Informasi 

atau Fintelch dan kelblijakan form lulasi hukum l pidana (pelnal policy) 

dari Undang-undang Nom lor 27 Tahun 2022 telntang Pelrlindugan 

Data Pribladi dalam l m lelngkrim linalisasi pelrbluatan pelnyalahgunaan 

data pribladi olelh pelnyellelnggara Fintelch. 

 

BAB V  : PENUTUP 

Pada blabl ini adalah blagian pelnutup yang blelrisi kelsim lpulan yang 

m lelnyim lpulkan blabl satu sam lpai blabl elm lpat dan saran telrhadap 

kelsim lpulan. 
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